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Kades Harus Buat Laporan-
Pertangung jawaban ./

TOLITOLI NP- Tidak
cairnya dana ADD beberapa
desa di kabupaten Tolitoli
baru-baru ini, akibat tidak
adanya Laporan Pertanggung
jawaban ADD tahun 2013,
membuat kegiatan yang sudah
direncanakan dari alokasi ADD
dari desa-desa tersebut tidak
terlaksana.

Tercatat ada sekitar 13
Desa di Kabupaten Tolitoli
bermasalah. sehingga tidak
kebagian pencairan ADD pada
Desember lalu. Seperti desa
Laulalang Kecamatan Tolitoli
Utara yang tidak memiliki
Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) penggunaan ADD tiga
triwulan tahun 2013. Akhirnya
saat pengajuan pencairan
ADD triwulan empat tidak
terealisasi.

Direktur eksekutif
Lembaga Bantuan Hukum
Progresif (LBHP) Tolitoli Irfan
Sidupa mengatakan, ADD
sangat penting buat suatu
desa, karena lewat ADD, suatu
desa bisa melakukan berbagai
pembangunan untuk
kemajuan desa. Olehnya
dengan tidak direalisasikan
ADD beberapa desa,
mengakibatkan program
pembangunan yang -yang
sudah disusuntidak bisa
terlaksana. “Ini merupakan
kerugian besar buat desa
tersebut,” Katanya.

Olehnya dia berharap,
setiap kepala desa melengkapi
semua berkas tetkait pencairan

ADD, termasuk  laporan
pertanggung ‘jawaban
penggunaan ADD, karena itu
merupakan tanggung jawab
kepala desa. “Dalam persoalan
ini tidak ada pihak yang bisa
disalahkan, itu karena kelalaian
dari- kepala desa sendiris.”

Seperti yang diungkapkan
Kasubag Pendapatan dan

Kekayaan Desa (KPKD)
Badan Pemberdayan
Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten Tolitoli, Nasrudin
kepada media ini beberapa
waktu lalu, bahwa tahun 2013
sekitar 13 Desa di Kabupaten
Tolitoli yaitu Desa Kombo,
Soni, Abbajareng, Pallakawe,
Puse, Otom, Sibea, Mulai sari,
Sese, Salumbia, Bambapun,
Sabang sarta Desa Lalulalang
tidak kebagian pencairan
angggaran disebabkan tidak
mengajukan LPJ ADD.

~ “Sejumlah Desa yang

tidak dicairkan ADD itu. karena
tidak punya
pertanggungjawaban
penggunaan anggdran. Sumber
dana itu asalnya dari APBD
yangs semestinya
dipergtinakan secara benar dan
prosedur,” katanya.

Idealnya, anggaran ADD
yang diterima para kepada
kepala desa itu penggunaannya
harus dilaksanakan berdasarkan
petunjuk teknis yakni 30 persen
untuk oprasional pemerintah
desa dan 70 persen untuk
infrastruktur pemberdayaan
masyarakat sehingga sangat
kecil kemungkinan kalau terjadi
penyimpangan.(Np2)

Program Subsidi Mitan
Dicabut Bila Sudah Konversi

PALU NP - Pasca
diberlakukannya program
.konversi di seluruh

Kecamatan yang ada di Kota
Palu, keberadaan minyak
tanah subsidi langsung serta
merta dicabut. Sementara
belum semua masyarakat
golongan menengah kebawah
sudah menerima bantuan
paket kompor gas elpiji
program. subsidi. Namun
sangat disayangkan, pihak
Pertaminan langsung

- meniadakan minyak tanah

program subsidi. Sehingga
masyarakat yang kurang
mampu, yang belum menerima
bantuan paket konversi,
terpaksa harus membeli
minyak tanah- yang non
subsidi dengan harga sebesar
Rp10 ribu- Rp12 ribu per liter.

Kian mahalnya harga
minyak tanah non subsidi,
mendorong masyarakat kita
ternakea hariie Femhali ke

. harga

menggunakan kayu bakar.
“Mau beli minyak tanah saja
sudah. melambung,
bahkan sudah diambang batas
kewajaran. Ditingkat pengecer,
minyak tanah non subsidi
dipasarkan hingga menembus
angka penjualan sebesar Rp12
ribu per liter,” jerit Ny.Marni,
warga Jalan Kelinci, yang
mengaku kalau selama ini pasca
diberlakukannya program
konversi, harga minyak tanah
yang non subsidi dinilai terlalu

tinggi. Sementara dari pihak
pertamina mengakui, kalau
subsidi minyak tanah sudah

dicabut dan dialihkan menjadi
non subsidi. Maka tak heran jika
harganya jauh lebih besar dari
harga minyak tanah program
subsidi.

“Untuk wilayah Kota Palu,
program minyak tanah subsidi
sudah dicabut karena seluruh
kecamatan sudah beralih ke

nrooram konverer ?’ ialac Raoiie




